
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BULELENG NOMOR 380 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 

06 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BULELENG TAHUN 2023 

Abstrak  : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 2023 

tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat 

Jendral Komisi Pemilihan Umum  dan Keputusan Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan 

Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 

2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-

Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, 

Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng 

tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng 

Tahun 2023. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang 



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6512), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1624), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 



 

 

 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 

2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-

Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, 

Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 

2023 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil 

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum 

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan  

tanggal 05 Mei 2023. 


